
 
 
 

 
 
 

 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 
SEKRETARIAT DAERAH 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

                                  NOMOR 100.3.3.4/38 TAHUN 2026  

TENTANG 

TOP 50 KOMPETISI INOVASI DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2026  
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, 
 

 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi                       
Jawa Tengah juncto Pasal 10 ayat (3) Peraturan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2020 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa 
Tengah, setiap Perangkat Daerah wajib menciptakan 
minimal 1 (satu) inovasi pelayanan publik dalam 1 

(satu) tahun; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan ekosistem 
inovasi, telah diselenggarakan Kompetisi Inovasi 

Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng) Tahun 2026 dan 
telah ditentukan TOP 50 pada Komperisi dimaksud; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang 
TOP 50 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 

2026; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6123); 
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4.

 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor                      
3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi 
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 108);

 

5.

 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 

Nomor 37);

 
 

Memperhatikan

 

:

 

Berita Acara Penentuan TOP 50 Kompetisi Inovasi Daerah 
Jawa Tengah (IDEA Jateng) Tahun 2026 Nomor 

000.9.14/1250 tanggal 22 Mei 2026

 

 

MEMUTUSKAN:

 
 

Menetapkan

 

:

 
 

KESATU

 

:

 

TOP 50 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah (IDEA 

Jateng) Tahun 2026, yang daftarnya

 

sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris 

Daerah ini.

 

KEDUA

 

:

 

TOP 50 Kompetisi  Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng) 
Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KESATU disusun berdasarkan abjad instansi dan tidak 
menggambarkan peringkat.

 

KETIGA

 

:

 

TOP 50 Kompetisi  Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng) 

Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum 
KESATU diberikan Piagam Penghargaan dari Sekretaris 

Daerah.

 

KEEMPAT

 

:

 

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan

 

Sekretaris Daerah

  

ini dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun Anggaran 2026.

 

KELIMA

 

:

 

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di

 

Semarang

 

pada tanggal

 

27 Juli 2026

 
  

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

 

JAWA TENGAH,

 
 
                                                                                            

ttd

 

 

SUMARNO

 

SALINAN

 

:

 

Keputusan Sekretaris Daerah

 

ini disampaikan

 

kepada

 

Yth.:

 
 

1.

 

Gubernur Jawa Tengah;

 

2.

 

Wakil Gubernur Jawa Tengah;

 

3.

 

Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

 

4.

 

Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

 

5.

 

Bupati/Wali Kota di Jawa Tengah;

 

6.

 

Penerima

 

Penghargaan TOP 50 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah 
Tahun 2026.

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya
${jabatan_pengirim},

${ttd_pengirim}

${nama_pengirim} 

Pembina Utama Muda 

NIP. ${nip_pengirim}

Haerudin, S.H., M.H.

Kepala Biro Hukum

197007291996031001

${ttd}
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    LAMPIRAN  

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA TENGAH  

 NOMOR 100.3.3.4/38 TAHUN 2026        
 TENTANG   
TOP 50 KOMPETISI INOVASI DAERAH JAWA 

TENGAH TAHUN 2026 
 

 
 

DAFTAR TOP 50 KOMPETISI INOVASI DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2026 
 

NO. NAMA INSTANSI UNIT KERJA NAMA INOVASI 

1 2 3 4 

1. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Jawa 

Tengah. 

Sistem Informasi Ujian Dinas 

dan Ujian Penyesuaiakan 

Kenaikan Pangkat (SI DIAN). 

2. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Jawa 

Tengah. 

LMS - Sistem Informasi 

Pengembangan Kompetensi ASN 

(SIPTENAN). 

3. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah. 

Sistem Data dan Analisis 

(SIDALIS). 

4. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Provinsi 

Jawa Tengah. 

OTOMASI ASKI (Audit Sistem 

Kearsipan Internal) Jawa 

Tengah. 

5. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Jawa 

Tengah. 

Sistem Pengelolaan Hibah 

Daerah Terintegrasi. 

6. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Tengah. 

 

Skrining, Elektronik rekam 

medis, pelayanan peNunjang, 

Online Pendaftaran dan Antrian 

mandiri Balkesmas paTI 

terintegrasi TAnpa kerTAS 

(SENOPATI TATAS). 

7. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Digital 

Provinsi Jawa Tengah. 

Pantauan Data Hoaks Jawa 

Tengah (PADHANG). 

8. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah 

Provinsi Jawa Tengah. 

Akademi Balatkop (ABAL). 

9. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang 

Provinsi Jawa Tengah. 

Pengelolaan Jalan dan 

Jembatan Berbasis Monitoring 

Terintegrasi (JALAN TERPADU). 

10. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Dinas Perhubungan 

Provinsi Jawa Tengah. 

Sistem Informasi Angkutan 

Barang Umum (SIABU). 

11. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Dinas Sosial Provinsi 

Jawa Tengah. 

Sinergitas Masyarakat Peduli 

Panti (Si GEMATI). 

12. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi 

Jawa Tengah. 

Pelatihan Tour Guide Pendaki 

Gunung (PANDU GUNUNG). 
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NO. NAMA INSTANSI UNIT KERJA NAMA INOVASI 

1 2 3 4 

13. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Dr. Amino Gondohutomo 

Provinsi Jawa Tengah. 

LAPOR AMINO. 

14. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Dr. R.M. Soedjarwadi 

Provinsi Jawa Tengah. 

Digitalisasi Monitoring 

Kebersihan Lingkungan, Suhu 

dan Kelembaban Ruang Serta 

Cepat Respon Atasi Aduan 

Kebersihan Fasilitas (SI MONI 

BERUANG CERDAS). 

15. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Adhyatma, 

MPH Provinsi Jawa 

Tengah. 

Cek Dokumen Administrasi JKN 

(CUAN). 

16. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Adhyatma, 

MPH Provinsi Jawa 

Tengah. 

Elektronik Mutu dan Insiden 

keselamaTan pasien Rumah 

sakit Adhyatma (E-MITRA). 

17. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Adhyatma, 

MPH Provinsi Jawa 

Tengah. 

Informasi Tempat Tidur, 

Pengorganisasian, dan Kinerja 

Ruang Perawatan Terintegrasi 

(IMPORTANT). 

18. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Adhyatma, 

MPH Provinsi Jawa 

Tengah. 

Pakaian Khusus Dialisis (PAK 

KUSDI). 

 

19. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Moewardi 

Provinsi Jawa Tengah. 

Klinik Pre Operatif (K-POP): One 

Stop Service. 

20. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Moewardi 

Provinsi Jawa Tengah. 

E-PATIENT RSDM - Aplikasi 

Pasien RSUD Dr. Moewardi 

(PASIENMOE). 

21. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Moewardi 

Provinsi Jawa Tengah. 

RSUD Dr. MOEWARDI SAYANG 

IBU. 

22. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Rehatta Kelet 

Provinsi Jawa Tengah. 

Pemeriksaan Ibu Hamil Risiko 

Tinggi (PERISAI HATI). 

23. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Rumah Sakit Umum 

Daerah Prof. Dr. Margono 

Soekarjo Provinsi Jawa 

Tengah. 

Multiple Single Cannulation 

Technique AV Fistula (Si MuST 

HD) pada Instalasi Dialisis. 

24. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Rumah Sakit Umum 

Daerah Prof. Dr. Margono 

Soekarjo Provinsi Jawa 

Tengah. 

Sistem Pencatatan Elektronik 

Keperawatan Kemoterapi Yang 

Efisien (SI CANTIK PERAWAT 

KEREN). 

25. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Rumah Sakit Umum 

Daerah Prof. Dr. Margono 

Soekarjo Provinsi Jawa 

Tengah. 

sisTEM Pengelolaan rEkam 

meDis inaktif Efektif fLEksibel 

(TEMPE DELE). 
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NO. NAMA INSTANSI UNIT KERJA NAMA INOVASI 

1 2 3 4 

26. Pemerintah 

Kabupaten 

Banjarnegara. 

 

 

Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang 

Kabupaten Banjarnegara. 

Strategi Peningkatan Layanan 

Persetujuan Bangunan Gedung 

(PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi 

(SLF) untuk Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah 

(STRANING LAYANAN PBG/SLF) 

di Kabupaten Banjarnegara 

27. Pemerintah 

Kabupaten Batang. 

Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten 

Batang. 

Strategi Olah Arsip Efektif dan 

Handal (SOLEHA). 

 

28. Pemerintah 

Kabupaten Blora. 

Dinas Pendidikan 

Kabupaten Blora. 

Sistem Informasi Layanan Anak 

Tidak sekolah (SILAT). 

 

29. Pemerintah 

Kabupaten Blora. 

Badan Perencanaan 

Pembangunan Riset dan 

Inovasi Daerah 

Kabupaten Blora. 

Sistem Inovasi dan Penelitian 

Blora (SIP BRO). 

 

30. Pemerintah 

Kabupaten Cilacap. 

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten 

Cilacap. 

Cilacap Smart ASN (CISA). 

 

31. Pemerintah 

Kabupaten Cilacap. 

Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Kabupaten Cilacap. 

Dokumen Online Tekan 

Telunjuk Permohonan Nyusul 

Metu (DOLAN TELUK PENYU). 

32. Pemerintah 

Kabupaten 

Kebumen. 

 

Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten 

Kebumen. 

Ku Kunjungi Perpustakaan Ku 

Punya Pengetahuan Dan 

Pengalaman (KUPU-KUPU 

ALAM) 

33. Pemerintah 

Kabupaten Kendal. 

Dinas Kesehatan Daerah 

Kabupaten Kendal. 

Kader Ojek Gizi (KAJEKZI). 

 

34. Pemerintah 

Kabupaten Kendal. 

Dinas Kesehatan Daerah 

Kabupaten Kendal. 

PRENATAL GENTLE YOGA. 

35. Pemerintah 

Kabupaten Kudus. 

Dinas Pendidikan 

Kepemudaan dan 

Olahraga Kabupaten 

Kudus. 

Cipta Ekosistem Dengan 

Digitalisasi Aplikasi 

spendaka.id (CERDAS). 

 

36. Pemerintah 

Kabupaten Kudus. 

Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kudus. 

KIOS Pelayanan Administrasi 

Kependudukan di Desa (KIOS 

PAKDE). 

37. Pemerintah 

Kabupaten Kudus. 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kudus. 

Pelayanan Mal Keliling Bagi 

Masyarakat Berbasis OSS 

(PANGLIMA BOSS). 
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NO. NAMA INSTANSI UNIT KERJA NAMA INOVASI 

1 2 3 4 

38. Pemerintah 

Kabupaten Kudus. 

Badan Perencanaan 

Pembangunan, Riset dan 

Inovasi Daerah 

Kabupaten Kudus. 

Sistem Riset dan Inovasi 

Daerah (SIRINDA). 

 

39. Pemerintah 

Kabupaten Kudus. 

Badan Pengelolaan 

Pendapatan, Keuangan 

dan Aset Daerah 

Kabupaten Kudus. 

Sistem Informasi Pendapatan 

Berbasis Geospasial (SIMPAD 

GEO). 

40. Pemerintah 

Kabupaten Pati. 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten Pati. 

Jangkau Lansia Supaya Sehat 

Raga dan Bergizi (JALAN 

SERASI). 

41. Pemerintah 

Kabupaten 

Pemalang. 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten Pemalang. 

Kolaborasi Pemeriksaan 

Terintegrasi Tuberkulosis (KOPI 

TUBRUK). 

42. Pemerintah 

Kabupaten 

Sukoharjo. 

Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten 

Sukoharjo. 

Sistem Pelayanan Izin Online 

(SPIOn). 

 

43. Pemerintah 

Kabupaten Tegal. 

 

Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Soeselo 

Kabupaten Tegal. 

Sistem Online Pendidikan Klinik 

Terintegrasi RSUD dr. Soeselo 

Kabupaten Tegal (SI OPAK 

TEGAL). 

44. Pemerintah 

Kabupaten 

Wonogiri. 

Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Kabupaten Wonogiri. 

DESA NYAWIJI MIGUNANI. 

 

45. Pemerintah Kota 

Magelang. 

 

Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota 

Magelang. 

Kartu Restitusi Berdaya Guna: 

Masyarakat Nyaman Murid 

Terkendali (KRESNA MANDALI). 

46. Pemerintah Kota 

Magelang. 

Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota 

Magelang. 

Layanan Administrasi 

Kependudukan dalam Sistem 

Jaringan (LADUSING). 

47. Pemerintah Kota 

Semarang. 

 

Dinas Kesehatan Kota 

Semarang. 

Analisa Situasi Kesehatan 

Masyarakat dengan Sistem 

Kerentanan Wilayah Kesehatan 

Berbasis Analitik Data 

Pelayanan (CKRAWALA 

BUANA). 

48. Pemerintah Kota 

Semarang. 

Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Semarang. 

Sistem Peningkatkan Informasi 

Berbasis Peta Digital 

(SIMENIPEDI). 

49. Pemerintah Kota 

Surakarta. 

 

Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kota 

Surakarta. 

CLICK YOUR SPACE, an 

Integration and Collaboration, 

Sistem Pelayanan Tata Ruang 
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NO. NAMA INSTANSI UNIT KERJA NAMA INOVASI 

1 2 3 4 

Terpadu. 

50. Pemerintah Kota 

Tegal. 

 

Dinas Kesehatan Kota 

Tegal. 

Kolaborasi Pelayanan 

Kesehatan untuk Balita Khusus 

Weight Faltering, Underweight, 

Wasting, dan Stunting (KOLAK 

UBI KUNING). 
 

 

 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH, 

 

ttd 
 

SUMARNO 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya
${jabatan_pengirim},

${ttd_pengirim}

${nama_pengirim} 

Pembina Utama Muda 

NIP. ${nip_pengirim}

Haerudin, S.H., M.H.

Kepala Biro Hukum

197007291996031001

${ttd}
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